
 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BALANGAN 

NOMOR 02 TAHUN 2006 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN 

NOMOR  02  TAHUN  2006 

 

TENTANG 

 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS ) 

 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BALANGAN, 

 

Menimbang : a. Bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus 

diwujudkan dalam bentuk pemeberian berbagai upaya kesehatan 

kepada seluruh masyarakat melaui penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;  

  b. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi 

masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan 

pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promatif), pencegahan 

penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan 

kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, 

terpadu dan berkesinambungan; 

  c. Bahwa untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah per lu dipungut Retribusi 

Pelayanan Kesehatan; 

  d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan 

Masyarakat (PUSKESMAS). 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490); 

  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4265); 

  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389);  

  6. Undang-undang  Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

  7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4027); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 

4578 ) ; 

  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 

  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  16. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 93 A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 



1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan 

Kesehatan; 

  17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 1394/Menkes/SK/2002 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia; 

  18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 

131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 

04 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 03); 

 

 

Dengan  Persetujuan Bersama  

 

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH 

KABUPATEN  BALANGAN  

Dan  

BUPATI BALANGAN 

 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2006. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

 Pasal  1  

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah  sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah Kabupaten Balangan. 

 

3. Bupati adalah Bupati Balangan. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan 

bentuk apapun, Persekutuan,Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau 

Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha 

lainnya. 

 

6.  

 

7. badan  

 



8. An UsPasal  2 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

 

1. Lampiran  I  Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

2. Lampiran  II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3. Lampiran  III Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah; 

4. Lampiran  IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 

5. Lampiran  V Daftar Piutang Daerah; 

6. Lampiran  VI  Daftar Pinjaman Daerah; 

7. Lampiran  VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah; 

8. Lampiran  VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan 

9. Lampiran  IX Daftar Dana Cadangan. 

 

Pasal  3 

 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal  4 

 

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Balangan menetapkan Keputusan tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal  5 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. 

 

 

Disahkan  di Paringin 

Pada tanggal …………….. 2006 

 

 

  BUPATI BALANGAN 

 

 

 

 

 

 

 H.  SEFEK EFFENDIE 

 

Diundangkan di Paringin 

Pada tanggal  …………… 2006 

 

SEKRETARIS  DAERAH 

KABUPATEN  BALANGAN 

 

 

 

 

 

 

H. SYARIFULLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  BALANGAN 

TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI  A  NO. SERI  1     


